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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di BPK Perwakilan DKI Jakarta selama 

kurang lebih 2 bulan atau 42 hari kerja. Selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan, praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan BPK Perwakilan DKI 

Jakarta sebagai staff magang. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini, 

praktikan melakukan berbagai macam aktivitas pekerjaan, yaitu: Melakukan input 

ekspedisi tagihan, menyusun SPJ bulanan, membuat kode E-Billing untuk 

membayarkan pajak, pembuatan loket tagihan, serta melakukan perhitungan atas 

pph pasal 21. Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan 

mendapatkan ilmu dalam pengembangan diri untuk siap menghadapi dunia kerja. 

Selama ini praktikan dituntut untuk bersikap tanggap, aktif, dan teliti dalam 

melaksanakan sebuah pekerjaan. 

Kata Kunci : PKL, BPK Perwakilan DKI Jakarta, Bagian Keuangan, Ekspedisi 

Tagihan, SPJ, E-Billing, PPh Pasal 21 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Dunia yang akan ditempuh mahasiswa seusai masa kuliah adalah dunia 

kerja. Perlu sebuah inovasi dan ilmu pengetahuan untuk dapat bersaing dengan 

lulusan-lulusan lain. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah keterampilan 

dalam bekerja. Keterampilan atau skill merupakan kemampuan untuk 

mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Maka, untuk 

mendapatkan sebuah keterampilan perlu adanya pengasah. Salah satu dari 

pengasah tersebut, adalah dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Praktik Kerja Lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, 

kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan diberbagai perusahaan dan instansi akan 

sangat berguna bagi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang berorientasi 

pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan 

meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mengikuti Praktik Kerja 

Lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya. Selain itu Praktik Kerja Lapangan mampu mengembangkan 

kemampuan mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta sekaligus pembahasan materi yang 



2 
 

 
 

dimilikinya. Dimana para mahasiswa akan mendapatkan pengalaman didunia 

usaha. Selain untuk memenuhi kewajiban Akademik, diharapkan kegiatan 

tersebut dapat menjadi dapat menjadi penghubung antara dunia industri dengan 

dunia pendidikan serta dapat menambah pengetahuan tentang dunia industri 

sehingga mahasiswa akan mampu mengatasi persaingan di dunia kerja. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat untu menyelesaikan 

pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa akan mendapat 

kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide yang 

berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa sehingga dapat 

menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang 

ditugaskan kepadanya. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan cara mengingkatkan mutu pendidikan 

dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang 

handal. Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan 

mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, sehingga 

mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku 

perkuliahan ke dalam limgkungan kerja yang sebenarnya. 

Oleh karena sangat pentingnya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, maka 

setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan PKL terkait dengan 

program studi yang diambil oleh mahasiswa. Maka dari itu praktikan 
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melaksanakan PKL di Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta. Diharapkan 

setelah praktikan melaksanakan PKL dapat membuat suatu laporan mengenai 

hasil dari PKL yang telah dilaksanakan, menambah pengetahuan tentang dunia 

kerja serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari oleh praktikan 

dibangku perkuliahan. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud dari PKL, sebagai berikut: 

a. Mempelajari sistem pengeluaran yang ada pada BPK Perwakilan DKI 

Jakarta 

b. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan Program Studi 

praktikan, yaitu Akuntansi. 

2. Tujuan dari PKL, sebagai berikut: 

a. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan. 

b. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang 

sesuai dengan teori yang praktikan peroleh di bangku kuliah. 

C. Manfaat PKL 

Manfaat dan kegunaan PKL dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

kegunaan PKL bagi BPK Perwakilan DKI Jakarta, bagi Pratikan/Mahasiswa, 

dan bagi FE UNJ. 

1. Bagi BPK Perwakilan DKI Jakarta 

a. Menjalin hubungan yang baik dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta; dan 
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b. Ikut andil dalam hal menyiapkan calon tenaga kerja yang 

berkualitas dan profesional dalam bidang Akuntansi. 

2. Bagi Pratikan/Mahasiswa 

a. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

Akuntansi di tempat pratikan PKL; 

b. Melatih pratikan agar siap untuk bekerja secara langsung di 

lapangan; dan 

c. Mengingkatkan kemampuan berkomunikasi antar individu pada 

diri pratikan. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta dengan BPK Perwakilan DKI Jakarta; dan 

b. Meningkatkan nama baik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta dimata instansi tempat dimana praktikan PKL. 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Dalam Melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, pratikan 

memilih salah satu instansi pemerintahan, yaitu BPK Perwakilan DKI Jakarta. 

Alasan Praktikan memilih instansi pemerintahan ini karena bidang kerjanya 

sesuai dengan studi yang Praktikan tekuni. Praktikan juga ingin mengetahui 

proses pengeluaran yang dilakukan oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta. 
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Berikut adalah informasi terkait tempat pelaksanaan PKL oleh Pratikan: 

Nama Instansi  : BPK Perwakilan DKI Jakarta 

Alamat   : Jl. MT. Haryono KAV.34 Cikoko 

      Pancoran, Jakarta 12780 

Telepon   : (031) 8669244 

Fax   : (031) 8669206 

Website   : http://jakarta.bpk.go.id/ 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mengurus 

surat permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Biro Akademik 

Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta 

yang ditujukan ke Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta. Setelah surat 

permohonan dibuat, kemudian praktikan memberikan surat pemohonan 

Praktik Kerja Lapangan BPK Perwakilan DKI Jakarta. 

Selanjutkan pada tanggal 2 Juli 2018, praktikan dihubungi oleh staf 

Bagian Humas bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan di BPK Perwakilan DKI Jakarta. 
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2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BPK Perwakilan 

DKI Jakarta dimulai pada tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 

2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada pukul 08.00 sampai dengan 

pukul 16.30 WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 

WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan untuk 

menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan memenuhi salah 

satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan 

Praktik Kerja Lapangan pada bulan Agustus 2018 dan selesai pada bulan 

Oktober 2018. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM INSTANSI 

A. Sejarah Instansi 

BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terbentuk berawal dari 

Satuan Kerja Auditoriat IV yang dipimpin oleh Drs. A. Th. Sutedjo, MM., 

yang kemudian digantikan oleh Drs. Rusmantoyo. Berdasarkan SK BPK RI 

No. 16/SK/K/1996 tanggal 15 Agustus 1996, Auditoriat IV berubah 

menjadi Perwakilan Khusus Jakarta, yang berkedudukan di Kantor Pusat 

BPK RI, Jalan Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat. 

Selanjutnya berdasarkan SK BPK RI No.12/AK/I-VIII.3/2004 tanggal 

29 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK RI, terbentuklah 

Perwakilan III BPK RI di Jakarta yang berkantor di Jalan MT Haryono 

Kav.45-46 Jakarta Selatan. Perwakilan III BPK RI di Jakarta membawahi 

Sekretariat Perwakilan III BPK RI di Jakarta, Sub Auditoriat Provinsi DKI 

Jakarta, Sub Auditoriat Depdagri dan Jawa Barat IV, dan Sub Auditoriat 

Jawa Barat I, II, dan III. 

Kemudian berdasarkan SK BPK RI No.02/SK/I-VIII.3/1/2006 

tanggal 5 Januari 2006, nama Perwakilan III BPK RI di Jakarta diubah 

menjadi Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, membawahi Sekretariat 

Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Sub Auditoriat Provinsi Jakarta, 

Sub Auditoriat Depdagri dan Banten. 
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Berdasarkan SK Ketua BPK RI No.34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang 

Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 

Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta akan membawahi Sub Auditoriat 

DKI Jakarta I, Sub Auditoriat DKI Jakarta II, Sub Auditoriat DKI Jakarta 

III, Sub Auditoriat DKI Jakarta IV, dan Sekretariat Perwakilan. 

Peresmian penggunaan gedung kantor Perwakilan III BPK RI 

Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Bapak Ketua BPK RI, Prof. Dr. Anwar 

Nasution pada tanggal 27 September 2005. Dan beralamat di Gedung BPM 

& PKUD Jl. MT. Haryono kav. 45-46 lantai 3 dan 4 Pancoran — Jakarta 

Selatan 12770, gedung tersebut berstatus pinjam pakai dengan perjanjian 

pinjam pakai No.7/AK/BP/V/2007 antara BPK dengan Pemda DKI Jakarta. 

Selanjutnya pada bulan Desember 2009 Kantor BPK Perwakilan 

Provinsi DKI pindah di Jalan MT Haryono Kavling 34 Jakarta Selatan 

dengan luas bangunan 17.473 m2 yang terdiri 15 lantai dengan 2 tempat 

parkir di bawah tanah yang diresmikan oleh Ketua BPK RI, bapak Hadi 

Poernomo pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2009. 

B. Profil Instansi 

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD 

tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di 

setiap provinsi. 
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Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, 

badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan 

lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi 

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu. 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK itu 

meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa 

untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik 

untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan 

profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga 

memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat 

pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan 

pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah, dan memberikan 

keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. 
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Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan 

pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk 

ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh 

pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan 

ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta 

hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara dan 

penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi 

berwenang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). 

BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan 

pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester 

yang bersangkutan. 

C. Visi dan Misi Instansi 

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat 

dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin 

menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan 

pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, 

tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian 

tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai 

berikut: 
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“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai 

tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan 

bermanfaat” 

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi 

itu, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) 

Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan 

profesional. 

D. Tema dan Fokus Pemeriksaan 

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah 

melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan 

dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal 

dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional 

direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan 

akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat 

Indonesia. 

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 

2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016- 

2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan 

pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan 

hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 

fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, 

pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan 
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karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, 

kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan 

pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi 

birokrasi. 

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan 

mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari 

para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan 

tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi. 

 

Gambar 2.1: Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017 BPK 

 

E. Dasar Hukum BPK RI 

Republik Indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan 

pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan badan yang akan 

yang akan melakukan fungsi pemeriksaan telah dicantumkan dalam 

Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung 

jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 
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Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 23 

Bab VIII UUD 1945) 

Pengaturan undang-undang yang pertama kali mengikuti amanat 

UUD 1945 baru terbit pada tahun 1973. Kedudukan konstituonal BPK RI 

dinyatakan sebagai ”Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan 

tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi 

tidak berdiri diatas pemerintah” (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973). 

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung 

jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9 November 2001 

landasan hukum BPK RI sesuai dengan Amandemen Ketiga 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bab 

VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. 

1. Pasal 23E 

a. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 

bebas dan mandiri. 

b. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 

c. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 

perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 
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2. Pasal 23F 

a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

b. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 

anggota. 

3. Pasal 23G 

a. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan 

memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 

diatur dengan Undang-UndangSelanjutnya Badan Pemeriksa 

Keuangan Negara Republik Indonesia. 

Saat ini, telah ditetapkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan yang baru, dimana undang-undang ini menjadi 

landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK RI dalam 

melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan 

negara. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
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3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara 

F. Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.2: Struktur Organisasi BPK Perwakilan DKI Jakarta 
Sumber: jakarta.bpk.go.id 

 

1. Kepala Perwakilan 

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai 

tugas, untuk: 

a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan 

Provinsi DKI Jakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan 

RIR BPK; 

b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI 

Jakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 
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c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 

d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah 

yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 

yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan 

investigatif; 

e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan 

pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI 

Jakarta. 

2. Sub Auditoriat DKI Jakarta 

Sub Auditorat Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan daerah pada entitas di lingkungan Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta yang memiliki fungsi Ketertiban dan Keamanan, serta 

Pelayanan Umum Pemerintahan, dan unit pelaksana teknis daerah terkait di 

lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan 

yang dilimpahkan oleh AKN. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub 

Auditorat DKI Jakarta  menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 

lingkup tugas Sub Auditorat DKI Jakarta; 

b. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh 

AKN; 

c. Pengelolaan dan pemantauan database profil entitas pemeriksaan 

pada lingkup tugas Sub Auditorat DKI Jakarta; 

d. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Sub 

Auditorat DKI Jakarta; 

e. Penyiapan bahan penyusunan penjelasan kepada Pemerintah, DPRD 

tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat DKI 

Jakarta; 

f. Penyiapan bahan evaluasi dalam rangka penyusunan Sumbangan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Sub 

Auditorat DKI Jakarta, baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK 

maupun pemeriksa dari luar BPK; 

g. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub 

Auditorat DKI Jakarta yang mengandung unsur tindak pidana 

korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama 

Binbangkum; 
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h. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub 

Auditorat DKI Jakarta yang mengandung unsur tindak pidana 

korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum; 

i. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 

lingkup tugas Sub Auditorat DKI Jakarta; 

j. Penyiapan bahan perumusan hasil pendapat BPK pada lingkup tugas 

Sub Auditorat DKI Jakarta yang akan disampaikan kepada 

pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan 

pemangku kepentingan dimaksud; 

k. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan 

BPK RI di Jakarta; 

l. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan 

BPK RI di Jakarta. 

3. Sekretariat Perwakilan 

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan 

masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan 

fungsi Perwakilan BPK RI di DKI Jakarta. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Perwakilan BPK DKI Jakarta; 

b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan 

prasarana dilingkungan Perwakilan BPK RI di DKI Jakarta; 
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c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, 

teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di 

lingkungan Perwakilan BPK RI di DKI Jakarta. 

d. Penyusunan laporan keuangan Perwakilan BPK RI di Jakarta dan 

penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan BPK; 

e. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan 

BPK RI di Jakarta; 

f. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan 

BPK RI di Jakarta. 

Sekretariat BPK RI di Jakarta terdiri dari: 

a. Sub Bagian SDM; Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan 

sumber daya manusia dilingkungan Perwakilan BPK RI di Jakarta 

dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala 

Sekretariat Perwakilan. 

b. Sub Bagian Keuangan; Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggung 

jawaban keuangan, serta menyiapakan bahan pendukung dalam 

rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dilingkungan 

Perwakilan BPK RI di Jakarta dan melaporkan hasil kegiatannya 

secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. 

c. Sub Bagian Hukum; Mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan 

dan informasi hukum, 
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d. Sub Bagian Humas; Mempunyai tugas bidang kehumasan yang 

terkait dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPK RI di Jakarta, dan 

melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala 

Sekretariat Perwakilan. 

e. Sub Bagian Umum dan TI; Mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian layanan administrasi umum, teknologi informasi, dan 

keprotokolan, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana 

di lingkungan Perwakilan BPK RI di Jakarta dan melaporkan hasil 

kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. 

f. Sub Bagian Tata Usaha; Mempunyai tugas menyelenggarakan 

kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh 

Kepala Perwakilan melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan 

perintah Kepala Perwakilan, dan melaporkan hasil kegiatannya 

secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan 

G. Kegiatan Umum Tempat Praktik Kerja Lapangan 

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, 

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat 

Utama Keuangan Negara (AKN). 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DKI 

Jakarta menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan 

Provinsi DKI Jakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan 

RIR BPK; 

2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI 

Jakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 

3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 

4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah 

yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 

yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan 

investigatif; 

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan 

pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI 

Jakarta; 

6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup 

tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 
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7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah 

pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 

8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan 

DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, yang dilaksanakan oleh 

Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama 

BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam 

rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, baik yang pemeriksaannya 

dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang 

bekerja untuk dan atas nama BPK; 

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas 

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan aparat 

pengawasan internal pada entitas terperiksa; 

12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 

lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 

13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas 

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan disampaikan kepada 
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pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat 

pekerjaannya; 

14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum 

terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan 

Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada Ditama 

Binbangkum; 

15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang  berindikasi tindak  pidana  

dan/atau  kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat 

Utama Investigasi; 

16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, 

teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi 

umum; 

17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup 

tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 

18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan 

Provinsi DKI Jakarta; dan 

19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Pratikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor BPK 

Perwakilan DKI Jakarta yang berlangsung selama 8 minggu, pratikan 

ditempatkan di bagian Keuangan. Pratikan tertarik dengan proses kas keluar 

dan kas masuk, serta perbedaan perlakuan pada transaksi LS dan UP. 

Pada saat pratikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, di Kantor 

BPK Perwakilan DKI Jakarta sedang menyusun laporan keuangan semester 1 

dan melakukan penyusunan SPJ bulanan untuk bulan Mei dan Juni. Praktikan 

dalam melaksanakan tugas diberi bimbingan oleh Kepala Sub Bagian 

Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan beberapa staff dalam bagian 

Keuangan. 

Adapun tugas yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan PKL 

di Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta, yaitu: 

1. Pencatatan ekspedisi tagihan loket 

2. Penyusunan SPJ bulanan untuk bulan Mei sampai Juli 

3. Melakukan Perhitungan atas PPh Pasal 21 Final 

4. Pembuatan kode billing untuk membayarkan pajak 
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B. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BPK Perwakilan 

DKI Jakarta, praktikan harus memiliki pemahaman dan keterampilan dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama proses Praktik Kerja 

Lapangan. Praktikan mengerjakan beberapa tugas selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di BPK Perwakilan DKI Jakarta. Praktikan 

ditempatkan di Bagian Keuangan yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2018 dan 

berakhir pada 31 Agustus 2018. 

Pada hari pertama pratikan menemui Receptionist, kemudian 

diantarkan ke Bagian Humas untuk melapor. Setelah itu, oleh salah satu staf 

Bagian Humas, praktikan diantarkan menuju Bagian Keuangan. Lalu, 

praktikan dikenalkan dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara 

Pengeluaran, serta staf staf yang berada di Bagian Keuangan. Setelah itu 

praktikan diberikan pengarahan mengenai tata tertib dan peraturan BPK 

Perwakilan DKI Jakarta yang berlaku. 

Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama Praktik 

Kerja Lapangan di BPK Perwakilan DKI Jakarta. 
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1. Pencatatan Ekspedisi Tagihan Loket 

Proses pembuatan tagihan pada BPK Perwakilan DKI Jakarta dapat 

disajikan ke dalam bagan alur di bawah ini: 

Gambar 3.1: Proses Pengeluaran pada BPK Perwakilan DKI Jakarta 

 Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

Proses pertama yang dilakukan adalah dengan membuat surat tugas 

oleh pemohon, yang kemudian akan dilakukan pembuatan loket tagihan 

untuk di uji oleh Bagian Penguji dan Pembebanan. Pada proses ini tagihan 

diuji, dan apabila tagihan diterima maka akan dilakukan pencatatan lalu di 

lanjutkan ke Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani. Ada 

kalanya tagihan ditolak dan dikembalikan ke pomohon. Hal ini dapat 

terjadi karena kurangnya data atau berkas yang diperlukan. 

Pencatatan ekspedisi tagihan loket dilakukan apabila Kepala Sub 

Bagian Keuangan telah menandatangi Lembar Pengendalian Tagihan 

(lihat lampiran 7). Pencatatan dilakukan pada sebuah buku besar yang 
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dikhususkan untuk mencatat tagihan. Hal yang perlu dicatat adalah sebagai 

berikut: 

a. Nomor Loket; 

b. Jumlah tagihan yang tertera pada Lembar Pengendalian 

Tagihan; 

c. Tanggal tagihan dibuat; dan 

d. Tanggal pencatatan tagihan. 

Buku besar ekspedisi tagihan tersebut nantinya akan dialihkan ke 

Pejabat Penguji Tagihan (Bapak Walmin Purba). Setelah Pejabat Penguji 

Tagihan telah menandatangi Lembar Pengendalian Tagihan tersebut, maka 

akan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk di eksekusi. 

Berikut ini adalah perlakuan transaksi yang diterima Bendahara 

Pengeluaran: 

a. SPP Uang Persediaan (UP) 

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan 

(UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK 

Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk 

mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya 

dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode 

rekening tertentu. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen 

yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain 

dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 
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1) Salinan SPD 

2) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

3) Lampiran lain yang diperlukan 

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian 

uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna 

anggaran. 

b. SPP Ganti Uang Persediaan (GU) 

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara 

pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) 

dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang 

telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat 

disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misal, suatu SKPD 

mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 4 Januari 

sebesar Rp100.000.000. Pada tanggal 20 Januari telah terlaksana 2 

(dua) kegiatan yang menghabiskan uang UP sebesar 

Rp80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp 

80.000.000 dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait 

kegiatan tersebut. 
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Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari 

dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 

1) Salinan SPD 

2) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

3) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan 

4) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah 

5) Lampiran lain yang diperlukan 

c. SPP Tambahan Uang (TU) 

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, 

yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang 

persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk 

kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat 

mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus 

mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian 

kebutuhan dan waktu penggunaan. 

Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus 

dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus 

disetorkan kembali. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis 

digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor 

ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran 

sisa tambahan uang dikecualikan untuk: 

 



30 
 

 
 

1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) 

bulan; 

2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal 

yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa 

di luar kendali PA/KPA. 

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari 

dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 

1) Salinan SPD 

2) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

3) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian 

TU 

4) Lampiran lain yang diperlukan 

d. SPP Langsung (LS) 

SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk 

pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah 

ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi: 

1) SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan 

2) SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa 
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2. Penyusunan SPJ Bulanan 

Praktikan ditugaskan oleh pembimbing untuk membantu melakukan 

penyusunan SPJ untuk bulan Mei sampai Juli. SPJ atau Surat Pertanggung 

Jawaban adalah sebuah laporan kegiatan yang telah diselesaikan. Dalam 

laporan ini biasanya akan tertera laporan secara jelas, mulai dari: 

(1) Jenis pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakan 

(2) Jumlah anggaran yang digunakan 

(3) Orang yang berperan dalam pekerjaan tersebut 

(4) Tim pengelola kegiatan 

Untuk melaksanakan tugas ini, praktikan diberikan pinjaman sebuah 

Personal Computer untuk dapat login pada sebuah sistem yang bernama 

SINTAG. Sistem informasi pengendalian tagihan (SINTAG) adalah 

sebuah aplikasi modern yang berfokus pada efisiensi operasional layanan 

pengelolaan keuangan terutama pada tingkat kementerian atau lembaga 

pemerintahan. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan pada tahun 2009 

yang diimplementasikan di Kantor Pusat BPK RI. 

Setelah itu, isi kata sandi untuk dapat masuk ke dalam sistem. Lalu 

pilih “Kasir/Bendahara”, kemudian pilih “Buku Pembantu UP”. Buku 

pembantu UP yang sudah terbuka di pindahkan ke dalam microsoft Excel 

(lihat lampiran 8). 

Transaksi-transaksi tersebut kemudian disamakan dengan berkas 

“SPM SP2D”. Catat Nomor SPM dan Nomor Transaksi Silabi sesuai 

dengan transaksi yang bersangkutan (lihat lampiran 9). 
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Setelah memberikan kode untuk setiap transaksi, praktikan meminta 

berkas fisik kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan penyusunan 

sesuai dengan urutan kode yang sudah diberikan. Berkas-berkas tersebut 

akan dilakukan scanning terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam 

ordner. 

3. Melakukan Perhitungan atas PPh Pasal 21 Final 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap 

dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD 

ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. 
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Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN 

atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan 

tetap dan teratur bagi: 

a. Pejabat Negara, untuk: 

i. gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur 

setiap bulan; atau 

ii. imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan 

tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya 

tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010, berupa 

honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban 

APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang 

membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut. 
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Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final dengan tarif: 

a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau 

imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota 

TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan 

Bintara, dan Pensiunannya; 

b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau 

imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan 

Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan 

pensiunannya; 

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium 

atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, 

Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira 

Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. 

Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam perhitungan pajak 

penghasilan menurut arahan pembimbing adalah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama, praktikan menghitung jumlah gaji pekerja di 

BPK perwakilan DKI Jakarta, dengan mengelompokkannya 

menurut golongan (I – IV). 

b. Lalu, penghasilan tersebut di potong dengan iuran asuransi. 

Sehingga didapatkan penghasilan bersih masing-masing pekerja. 

c. Penghasilan bersih tersebut kemudian dikalikan sesuai dengan 

tarif masing-masing golongan (I – IV) 
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d. Hasil perhitungan pajak di rekapitulasi dan di input ke dalam E-

SPT (lampiran 10). E-SPT atau Elektronik SPT adalah aplikasi 

yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan 

dalam menyampaikan SPT.  

Sebagai ilustrasi, Bapak A adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja 

di BPK Perwakilan DKI Jakarta. Beliau di kategorikan sebagai PNS 

golongan III. Pada tanggal 9 Agustus 2018, beliau menerima honorarium 

atas pekerjaannya sebesar Rp. 333.000. 

Dengan contoh di atas, maka dapat disimpulkan Pajak Penghasilan 

pasal 21 Final yang di potong adalah sebesar Rp. 16.650. Angka ini di 

dapat dari perhitungan berikut: 

𝑃𝑃ℎ 21 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 ×  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 

= 𝑅𝑝. 333.000 × 5% = 𝑅𝑝. 16.650 

4. Pembuatan Kode E-Billing untuk Membayarkan Pajak 

E-Billing merupakan sebuah sistem untuk membayar pajak secara 

online. E-Billing memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa 

harus datang dan antre lagi di bank. E-Billing pajak ini menggantikan 

sistem pembayaran manual yang menggunakan sistem pembayaran 

manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua Bank Persepsi 

(bank yang menerima pembayaran pajak) wajib melaksanakan E-Billing 
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pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi 

Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi. 

Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam pembuatan kode E-

Billing adalah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama. Kunjungi laman Ditjenpajakri, yaitu 

https://djponline.pajak.go.id/account/login. 

b. Dalam laman tersebut, terdapat kolom untuk mengisi nomor 

NPWP, kata sandi, dan nomor autentifikasi agar dapat masuk ke 

dalam akun BPK Perwakilan DKI Jakarta. 

c. Bila sudah masuk kedalam akun BPK Perwakilan DKI Jakarta, 

akan muncul pilihan Billing system. Lalu pilih kotak berwarna 

hijau yang bertuliskan SSE. 

d. Formulir SSE atau Surat Setoran Elektronik berisikan NPWP 

Wajib Pajak, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Jenis Pajak, 

Jenis Setoran, Masa Pajak, Jumlah Setoran, dan Uraian. 

e. Setelah mengisikan formulir sesuai dengan nilai pajak yang sudah 

dihitung, pilih simpan. Dan kemudian di cetak. 

E-Billing  yang sudah tercetak (contoh E-Billing tercetak terlampir 

pada lampiran 11) dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diberikan 

kepada Bendahara Pengeluaran agar dibayarkan melalui Bank Persepsi. 
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C. Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BPK Perwakilan 

DKI Jakarta, tentu praktikan mengalami kendala dalam bekerja yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya proses bekerja. Adapun kendala-kendala yang 

menghambat kinerja praktikan selama Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai 

berikut: 

1. BPK Perwakilan DKI Jakarta menggunakan sistem yang tidak Praktikan 

dapatkan dari Universitas. Sehingga sedikit menghambat praktikan untuk 

bekerja karena praktikan belum mengerti dasar penggunaan sistem 

tersebut. 

2. Sering terganggunya sistem karena sedang masa perbaikan, sehingga 

untuk membuat E-billing dan E-SPT sedikit terganggu dan dibutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

3. Banyaknya tagihan UP yang hilang dan tercampur dengan tagihan lain, 

sehingga praktikan sukar untuk menyusun SPJ bulanan. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Usaha-usaha yang dilakukan praktikan untuk menghadapi hambatan 

yang terjadi selama proses Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan bertanya kepada pembimbing selama PKL untuk diajarkan cara 

penggunaan sistem tersebut, sehingga praktikan mengerti cara 

penggunaannya. 
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2. Praktikan memberitahukan staf bagian TI dan Umum bahwa sistem di 

Bagian Keuangan sedikit terganggu. Dan sambil menunggu, praktikan 

mengerjakan tugas yang tidak memerlukan sistem 

3. Menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran mengenai tagihan UP, lalu 

mencari berkas yang diperlukan di jenis tagihan yang lain. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BPK Perwakilan 

DKI Jakarta, praktikan mendapatkan pengalaman baru dan juga mendapatkan 

pengetahuan tentang cara kerja di dalam lembaga pemerintahan khususnya di 

bagian keuangan. 

Dengan demikian praktikan dapat menyimpulkan beberapa hal 

mengenai tugas-tugas yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Praktikan mengetahui siklus tagihan hingga akhirnya dieksekusi oleh 

Bendahara Pengeluaran. 

2. Praktikan mengetahui langkah-langkah penyusunan SPJ bulanan pada 

BPK Perwakilan DKI Jakarta dan sistem yang digunakan yaitu SINTAG. 

SINTAG adalah sebuah aplikasi modern yang berfokus pada efisiensi 

operasional layanan pengelolaan keuangan yang dibangun dan 

dikembangkan pada tahun 2009 yang diimplementasikan di Kantor Pusat 

BPK RI. 

3. Praktikan mengerti pajak penghasilan pasal 21 final dihitung untuk 

kemudian di input ke dalam E-SPT. 

4. Praktikum mengerti langkah-langkah dalam membayar Pajak pada BPK 

Perwakilan DKI Jakarta. 
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B. SARAN 

Saran praktikan setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, antara 

lain: 

1. Bagi mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dalam bidang akademik 

maupun keterampilan agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. 

b. Praktikan harus memperhatikan penjelasan pembimbing secara 

mendetail agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat. 

c. Praktikan harus mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

antar sesama pekerja agar tercipta suasana yang nyaman. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan terus 

menjalin kerjasama yang harmonis dengan instansi agar 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat berjalan dengan baik. 

b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan lebih 

maksimal dalam mengsosialisasikan terkait Praktik Kerja 

Lapangan, agar calon praktikan lebih paham tentang dunia kerja 

yang akan dihadapi. 

c. Memberikan arahan yang cukup untuk mahasiswa sebelum 

melakukan Praktik Kerja Lapangan. 
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3. Bagi BPK Perwakilan DKI Jakarta 

a. BPK Perwakilan DKI Jakarta diharapkan lebih maksimal untuk 

menjelaskan tugas-tugas yang diberikan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam bekerja. 

b. Memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa 

agar dapat menjalani tugas yang baik dan benar selama menjalani 

Praktik Kerja Lapangan 

c. BPK Perwakilan DKI Jakarta diharapkan terus menjalin kerjasama 

yang harmonis dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta agar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat berjalan 

dengan baik. 
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Lampiran 1 — Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan 

 



45 
 

 

Lampiran 2 — Surat Persetujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 — Surat Keterangan Telah Menyelesaikan PKL 
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Lampiran 4 — Penilaian Praktik Kerja Lapangan 

 

 



48 
 

 

Lampiran 5 — Daftar Hadir 
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Lampiran 6 — Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 

Daftar Ringkasan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Nama   : Desti Istiana 

Bidang Kerja  : Keuangan 

Hari, Tanggal Kegiatan Pembimbing 

Selasa, 3 Juli 2018 Perkenalan bidang Kerja Bapak Yudha 

Rabu, 4 Juli 2018 Penyortiran dokumen keuangan Kak Yesse 

Kamis, 5 Juli 2018 Seminar: Hukum Pertanahan - 

Jumat, 6 Juli 2018 Pemeriksaan transaksi pembelanjaan Kak Yesse 

Senin, 9 Juli 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Selasa, 10 Juli 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Rabu, 11 Juli 2018 
Pembuatan E-billing PPh 21, 22, 23 dan 

PPN 
Kak Novi 

Kamis, 12 Juli 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Jumat, 13 Juli 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Senin, 16 Juli 2018 Penyusunan SPJ Bulanan — Bulan Mei Kak Yesse 

Selasa, 17 Juli 2018 Penyusunan SPJ Bulanan — Bulan Mei Kak Yesse 
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Rabu, 18 Juli 2018 Penyusunan SPJ Bulanan — Bulan Mei Kak Yesse 

Kamis, 19 Juli 2018 
Pembuatan E-billing PPh 21, 22, 23 dan 

PPN 
Kak Novi 

Jumat, 20 Juli 2018 
Pembuatan E-billing PPh 21, 22, 23 dan 

PPN 
Kak Novi 

Senin, 23 Juli 2018 

Pendalaman mengenai Prosedur 

Operasional Standar (POS) pada BPK 

Perwakilan 

Bapak Hidayatullah 

Selasa, 24 Juli 2018 

Pendalaman mengenai Prosedur 

Operasional Standar (POS) pada BPK 

Perwakilan 

Bapak Hidayatullah 

Rabu, 25 Juli 2018 Melakukan perhitungan atas pajak Bapak Yudha 

Kamis, 26 Juli 2018 Melakukan perhitungan atas pajak Bapak Yudha 

Jumat, 27 Juli 2018 Melakukan perhitungan atas pajak Bapak Yudha 

Senin, 30 Juli 2018 Melakukan input pada E-SPT Pak Yudha 

Selasa, 31 Juli 2018 Melakukan input pada E-SPT Pak Yudha 

Rabu, 1 Agustus 2018 Melakukan input pada E-SPT Pak Yudha 

Kamis, 2 Agustus 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Jumat, 3 Agustus 2018 Penyusunan SPJ bulanan — Bulan Juni Kak Yesse 

Senin, 6 Agustus 2018 Penyusunan SPJ bulanan — Bulan Juni Kak Yesse 
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Selasa, 7 Agustus 2018 Penyusunan SPJ Bulanan — Bulan Juni Kak Yesse 

Rabu, 8 Agustus 2018 Pembuatan loket tagihan Kak Novi 

Kamis, 9 Agustus 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Jumat, 10 Agustus 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Senin, 13 Agustus 2018 Sakit  

Selasa, 14 Agustus 2018 Sakit  

Rabu, 15 Agustus 2018 Penyusunan SPJ Bulanan — Bulan Juli Kak Yesse 

Kamis, 16 Agustus 2018 Penyusunan SPJ Bulanan — Bulan Juli Kak Yesse 

Jumat, 17 Agustus 2018 -UPACARA BENDERA-  

Senin, 20 Agustus 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Kak Novi 

Selasa, 21 Agustus 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Ibu Tri 

Rabu, 22 Agustus 2018 -IDUL ADHA-  

Kamis, 23 Agustus 2018 Pembuatan loket tagihan Ibu Tri 

Jumat, 24 Agustus 2018 Pembuatan loket tagihan Ibu Tri 
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Senin, 27 Agustus 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Ibu Tri 

Selasa, 28 Agustus 2018 
Pembuatan E-billing PPh 21, 22, 23 dan 

PPN 
Bapak Maradona 

Rabu, 29 Agustus 2018 
Pembuatan E-billing PPh 21, 22, 23 dan 

PPN 
Bapak Maradona 

Kamis, 30 Agustus 2018 
Pembuatan E-billing PPh 21, 22, 23 dan 

PPN 
Bapak Maradona 

Jumat, 31 Agustus 2018 Pencatatan ekspedisi tagihan loket Ibu Tri 
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Lampiran 7 — Contoh Loket Tagihan  
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Lampiran 8 — Daftar Buku Pembantu UP Bulan Juli 
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Lampiran 9 — Daftar Rincian Surat Pertanggungjawaban Bulan Juli 
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Lampiran 10 — Contoh Tampilan E-SPT 
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Lampiran 11 — Contoh Kode E-Billing 
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Lampiran 12 — Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 

 

 

 


